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Kata Pengantar
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan 
karunia-Nya, sehingga penyusunan Handbook Duta Transformasi 
Kelembagaan Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Periode Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sejak tahun 
2019 telah memasuki tahap Transformasi Digital yang bertujuan untuk
 mengubah mindset dan budaya kerja sehingga relevan dengan perkembangan 
teknologi dan pola aktivitas masyarakat di era digital. Seiring dengan 
perkembangan di segala bidang, Kementerian Keuangan dituntut 
untuk senantiasa responsif dalam menjalankan fungsi strategisnya. 

Dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan 
(RBTK) Kementerian Keuangan, dukungan seluruh elemen Kementerian 
Keuangan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilannya. 
Melalui program agen perubahan yaitu Duta Transformasi, diharapkan 
manajemen perubahan dalam kerangka RBTK Kementerian Keuangan 
dapat terlaksana secara luas dan optimal.

 
Salah satu peran kunci Duta Transformasi adalah sebagai resonan 
sekaligus katalisator manajemen perubahan RBTK Kementerian Keuangan. 
Duta Transformasi memiliki peranan penting dalam mendukung Inisiatif 
Strategis Kementerian Keuangan. Oleh karena itu,
Duta Transformasi haruslah memiliki bekal  pemahaman  yang  baik

Ludiro
Ketua PMO DJPb

terhadap  Transformasi Kelembagaan dan 
perannya sebagai agen perubahan.

Adanya handbook ini diharapkan 
dapat memberikan manfaat  bagi  para  
Duta  Transformasi  maupun seluruh insan 
perbendaharaan serta semua pihak 
yang    berkepentingan dalam mendukung 
pelaksanaan   Transformasi   Kelembagaan 
di Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan.
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Sekapur Sirih

Rd. Yen Yen Nuryeni
Kalakhar PMO DJPb

Salam Transformasi untuk seluruh Duta Transformasi!

Sesuai dengan tujuan Transformasi Kelembagaan yaitu peningkatan 
kualitas organisasi dan penyelarasan struktur organisasi, perbaikan 
proses bisnis, modernisasi kebijakan dan manajemen SDM, serta perbaikan tata 
kelola dan kualitas pelayanan. Sebuah perubahan merupakan suatu 
keniscayaan, sehingga sebagai bagian dari Kementerian Keuangan 
sudah kehendaknya mendukung Program Transformasi Kelembagaan 
di Kementerian Keuangan.

Duta Transformasi yang merupakan bagian dari manajemen perubahan
(Change Agent) berperan sebagai perpanjangan tangan bagi Project 
Management Office serta Central Transformation Office. Jumlah Duta 
Transformasi yang sangat luar biasa, yaitu  pada tahun 2022 ini terdapat 42 
Change Agent dan 232 Lighthouse, tentu saja dapat menjadi 
mesin penggerak untuk menggaungkan Transformasi Kelembagaan 
serta mensukseskan Program Transformasi Kelembagaan. Peran 
strategis Duta Transformasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi 
mandat yang istimewa untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Kepada seluruh Duta Transformasi, semangat dalam menjalankan amanah 
sebagai Duta Transformasi. Kita mampu jika kita mau dan jadilah Duta 
Transformasi yang produktif dan menebar manfaat dimanapun berada.
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TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

APA ITU TRANSFORMASI 
KELEMBAGAAN?

Transformasi Kelembagaan di Kementerian Keuangan 
dikoordinir oleh Central Transformation Office (CTO) 

yang bertugas untuk memastikan, mengawal dan 
mendorong implementasi inisiatif-inisiatif strategis

yang telah ditetapkan dalam cetak biru program 
Transformasi Kelembagaan (TK) Kementerian 

Keuangan.

Transformasi berasal dari bahasa inggris “transform” yang artinya 
mengendalikan suatu bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Menurut 
Kamus Bahasa Indonesia, transformasi adalah perubahan, berubah dari

keadaan yang sebelumnya menjadi baru sama sekali. Transformasi adalah 
perubahan yang terjadi dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru 
dan lebih baik.“
“

INFORMATION

Transformasi   Kelembagaan   adalah  upaya  sebuah  organisasi  untuk 
meningkatkan kapasitas dan institusi, sistem maupun individual dalam 

memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan.

Peningkatan kualitas 
organisasi dan 
penyelarasan struktur 
organisasi

Perbaikan proses bisnis

Modernisasi kebijakan 
dan manajemen SDM

Perbaikan tata kelola dan 
kualitas pelayanan yang 

diberikan untuk 
mewujudkan Kementerian

Keuangan yang unggul 
di tingkat dunia

FUN
FACT

Tujuan Transformasi Kelembagaan
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MENGAPA KEMENKEU HARUS 

BERTRANSFORMASI ?

INTERNAL DRIVE

Reformasi Regulasi 
Manajemen 
Keuangan Negara Good 

Governance

Meningkatkan 
Kualitas 

Tata Kelola

Peningkatan 
Manajemen

Sumber Daya 
Organisasi

EXTERNAL DRIVE

Tuntutan Masyarakat

Transparansi

Pencegahan Korupsi

Perkembangan Teknologi 4.0

Organisasi yang kuat adalah organisasi yang mampu 
menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan 

strategis

HANDBOOK DUTA TRANSFORMASI KELEMBAGAAN3



PERIODE TRANSFORMASI 

KELEMBAGAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Reformasi Pengelolaan 
Keuangan Negara

Reformasi Birokrasi
Secara Masif

Transformasi Kelembagaan
Kementerian Keuangan

20 Insiatif Reformasi 
Birokrasi dan Transformasi 

Kelembagaan

Transformasi Digital

 Periode pertama transformasi 
kelembagaan dimulai pada tahun 2002 
sampai dengan 2006. Periode I ditandai 
dengan adanya reformasi pengelolaan 
keuangan negara melalui penerbitan 3 UU 
terkait Keuangan Negara (UU 17/2003, UU 1/2004, 
UU 15/2004), pemisahan fungsi penyusunan 
anggaran dan pelaksanaan anggaran, dan 
pembentukan Large Tax Office sebagai 
bagian dari modernisasi administrasi 
perpajakan tahap I.

Reformasi Birokrasi Secara Masif
Periode II (2007-2012)

Selanjutnya pada tahun 2007 (periode II) 
Kementerian Keuangan melakukan 
Reformasi Birokrasi secara masif yang 
dilaksanakan melalui 3 Pilar Utama.

Pilar Organisasi, antara lain melalui 
penajaman tugas dan fungsi, 
pengelompokan tugas-tugas yang 
koheren, eliminasi tugas yang tumpang

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara
Periode I (2002-2006)

tindih, dan modernisasi kantor baik di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, 
perbendaharaan, kekayaan negara, dan fungsi-fungsi keuangan negara lainnya.
Pilar Proses bisnis, antara lain melalui penetapan dan penyempurnaan 
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Standar Operasi Prosedur yang memberikan kejelasan dan memuat 
janji layanan, dilakukannya analisa dan evaluasi jabatan, penerapan 
sistem peringkat jabatan, dan pengelolaan kinerja berbasis balance 
scorecard serta pembangunan berbagai sistem aplikasi e-goverment.
Pilar Sumber Daya Manusia, antara lain melalui peningkatan disiplin, 
pembangunan assessment center, diklat berbasis kompetensi, pelaksanaan 
merit system, penataan sumber daya manusia, pembangu-
nan (Sistem Infromasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), dan 
penerapan reward and punishment secara konsisten.

 Selanjutnya pada tahun 2010, Presiden Republik Indonesia menetapkan
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 
Birokrasi 2010-2025, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 
Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.  Dengan adanya 
peraturan-peraturan tersebut, Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan 
diintegrasikan dengan Reformasi Birokrasi Nasional yang dilakukan melalui 8 

Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan
Periode III (2013-2016)

 Periode ketiga transformasi kelembagaan dimulai tahun 2013 sampai 
dengan 2016. Pada tahun 2013, Kementerian Keuangan memandang perlu 
untuk melangkah ke tahap selanjutnya yaitu Program Transformasi 
Kelembagaan untuk dapat melakukan perbaikan secara lebih masif, integral 
dan terstruktur.

 Sebagai pernyataan komitmen dan kesungguhan Kementerian 
Keuangan atas pelaksanaan Program Transformasi Kelembagaan, maka 

diwujudkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang 
Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 
Tahun 2014-2025 yang memuat 87 inisiatif strategis Program Reformasi 

Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang terbagi dalam 5 tema yaitu 
tema perpajakan, tema penganggaran, tema perbendaharaan, tema 

sentral, serta tema kepabeanan dan cukai dan 9 arah kebijakan 
Transformasi Organisasi serta penetapan visi Kemenkeu yaitu menjadi 

penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif 
di abad ke-21.

HANDBOOK DUTA TRANSFORMASI KELEMBAGAAN5



 Periode keempat transformasi 
kelembagaan dimulai pada tahun 2016 
sampai dengan 2018. Pada periode IV 
adanya pergantian menteri keuangan dari 
semula Bapak Bambang P.S. Brojonegoro 
menjadi Ibu Sri Mulyani Indrawati membuat
munculnya Inisiatif Baru dengan salah satu 
kriteria “Connecting the Dots” yang artinya 
diperlukannnya sinergi antar unit eselon I 
atau K/L penetapan 20 inisiatif baru dalam 
rangka penguatan implementasi Program 
RBTK Kementerian Keuangan.

20 Insiatif Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
Periode IV (2016-2018)

 Berdasarkan kriteria tersebut, lahirlah 20 inisiatif baru Program 
Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) yang ditetapkan 
dalam KMK Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis 
Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian 
Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan KMK Nomor 
59/KMK.01/2018. Penetapan 20 inisiatif baru ini dilaksanakan dalam rangka 
penguatan implementasi Program RBTK Kementerian Keuangan.

 Seiring  dengan berkembang pesat-
nya teknologi informasi dan komunikasi, 
Kemenkeu mulai mengintegrasikan 
inisiatif transformasi ke dalam konteks 
yang lebih modern dengan menerapkan 
aspek digitalisasi yang menjadi periode V 
dari program reformasi Kemenkeu. Current 
Phase dimulai sejak tahun 2019   dan 
berlangsung hingga sekarang dengan 
pelaksanaan Transformasi Digital.

Transformasi Digital
Current Phase (2019-sekarang)

 Dalam Transformasi Digital, Kemenkeu menggunakan Enterprise 
Architecture (EA) sebagai tool utama menuju Kemenkeu modern yang 
berbasis digital. Capaian utama Transformasi Digital yang dilaksanakan pada 
tahun 2019 adalah melalui 11 inisiatif strategis yang selanjutnya berkembang 
menjadi 15 Inisiatif Strategis  yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024.

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN 6
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APA ITU 

INISIATIF 

STRATEGIS 

KEMENTERIAN 

KEUANGAN?

Inisiatif Strategis

 Inisiatif strategis adalah inisiatif-inisiatif yang bersifat strategis, yang 
disusun dan perlu dilaksanakan untuk mencapai target. Inisiatif strategis 
adalah rencana komprehensif yang ditetapkan organisasi untuk mencapai 
tujuan strategis atau visi jangka panjang untuk perbaikan.

Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan

 Inisiatif strategis Kementerian Keuangan (disingkat IS Kemenkeu, 
sebelumnya disingkat IS RBTK) adalah proyek strategis Kemenkeu yang 
bertujuan untuk mewujudkan sasaran strategis Kemenkeu yang sudah 
ditetapkan oleh pimpinan Kemenkeu dalam Leaders Offsite Meeting (LOM). 
IS Kemenkeu mengacu kepada Roadmap Reformasi Birokrasi, Cetak Biru 
Program Transformasi Kelembagaan, dan Program RBTK Kemenkeu.

IS KEMENKEU 8



PENYUSUNAN 
IS KEMENKEU

 Penyusunan IS Kemenkeu bisa bersifat top down (arahan pimpinan) 
maupun bottom up (hasil kajian, survei, aspirasi unit/ pegawai). Dari manapun 
asalnya, cikal bakal IS ini dibahas melalui beberapa mekanisme sebagai 
berikut:
1. Perumusan konsep inisiatif oleh CTO dan Project Management Office 

(PMO)
2. One-on-One pembahasan konsep charter oleh Pejabat Eselon I dengan 
      Kalakhar CTO
3. Pengambilan keputusan berdasarkan arahan Menkeu dan Wamenkeu pada 

LOM yang dihadiri seluruh pimpinan Kemenkeu
4. Pendetailan (minilab) charter ke dalam end state, rencana kerja, kriteria 

Penyelesaian, serta work breakdown structure oleh PIC CTO, PMO, dan tim 
teknis pelaksana IS.

HANDBOOK DUTA TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

BAGIAN-BAGIAN 
DALAM DOKUMEN 

IS KEMENKEU

Charter
Charter merupakan executive summary dari proyek IS 
Kemenkeu yang ditetapkan dalam KMK. Charter berisi 

beberapa bagian rinci seperti latar belakang, key 
milestone, output, outcome, dst.

1

2 End State 
End State merupakan target keadaan yang akan dicapai 

setelah IS selesai dilaksanakan (after), dibandingkan 
dengan keadaan saat ini atau sebelum IS (before). 
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 Pada tahun 2022 ini ditetapkan 41 IS Kemenkeu yang 

terdiri atas:

1. 6 IS Tema Sentral

2. 1 IS Tema Fiskal

3. 4 IS Tema Penerimaan

4. 2 IS Tema Belanja

5. 9 IS Tema PKNP (Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan 

Pembiayaan) 

6. 19 IS Data Analitik

IS KEMENKEU

3 Rencana Kerja
Rencana Kerja merupakan cara mencapai tujuan/ output 
yang dirinci dalam beberapa milestone serta dilengkapi 
dengan jadwal (Gantt Chart) dalam satuan bulan serta 
keterangan penanggung jawab baik itu Unit In Charge  

(UIC) Utama maupun UIC pendukung

4 Kriteria Penyelesaian
Keluaran dari milestone yang mendukung tercapainya 
output/ outcome, baik dinyatakan dalam sifat kualitas 

ataupun kuantitas

5 Work Breakdown Structure
Pendetailan setiap milestone rencana kerja sampai 

dengan level aktivitas

IS KEMENKEU
2022
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APA ITU QUICKWINS DJPb?

    uickwins atau program percepatan merupakan suatu langkah inisiatif 
     yang mudah dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun, memberikan  
manfaat yang dapat dirasakan, serta mendukung IS Kemenkeu. 

 Quickwins juga diartikan  sebagai suatu inisiatif kegiatan yang
menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang 
dilaksanakan oleh instansi pemerintah.  Quickwins merupakan sebuah 
aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku 
kepentingan utama, baik secara eksternal maupun internal. Quickwins 
diperlukan untuk memperoleh momentum awal yang positif dan juga 
kepercayaan diri yang untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi 
secara konsisten dan berkelanjutan, serta memberikan image positif bagi 
pelaksanaan reformasi birokrasi.

QUICKWINS DJPB 12

Latar Belakang
Quickwins ditetapkan untuk mengawal program Transformasi 
Kelembagaan oleh DJPb sejak tahun 2015.

Q

 Transformasi berskala besar adalah 
suatu kegiatan yang kompleks, sehingga 
sering kali meliputi sejumlah besar ragam 
inisiatif di seluruh tingkatan yang terdapat 
di dalam suatu organisasi. Program 
transformasi yang berhasil pasti terwujud
melalui adanya keseimbangan antara 
pengelolaan inisiatif bisnis inti dan 
pengelolaan dinamika organisasi. Oleh 
karena itu, pada Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan, Quickwins dirumuskan 
setiap tahun serta dicantumkan pada 
Treasury Charter yang ditandatangani 
oleh seluruh Pimpinan Unit in Charge 
(UIC) pada lingkup Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan. Quickwins pada 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah 
berjalan selama sewindu yakni dari 2015  
sampai 2022. Treasury Charter

QUICKWINS 2015-2022

CLICK HERE!



Pengusulan

Penetapan

Perubahan

Monitoring, Elavluasi,
dan Pelaporan

Penyelesaian

TATA KELOLA QUICKWINS

PENGUSULAN

Oleh masing-masing unit Eselon II dan non Eselon kepada 
Ketua PMO

KRITERIA

Selaras Inisiatif Strategis
maupun IKU

Mendukung program RBTK

Memiliki dampak secara 
nasional

Target menantang namun 
achievable

Terobosan proses bisnis dan
 bersifat kreatif & inovatif

Memilki milestone dan bobot 
pencapaian

Bukan duplikasi quickwins 
sebelumnya

Dapat dicapai dalam waktu 
1 tahun

HANDBOOK DUTA TRANSFORMASI KELEMBAGAAN13



PENETAPAN

• Usulan Quickwins direviu oleh tim PMO 
• Usulan yang tidak sesuai dibahas bersama antara unit 

Eselon II dan PMO
• Usulan yang disetujui, dibahas di BoD yang dipimpin
     oleh    Dirjen    Perbendaharaan   dan  ditetapkan    dalam 
     Treasury Charter 
• Treasury Charter ditandatangani secara terbuka 

dan disaksikan oleh seluruh insan perbendaharaan

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

(Change request) Perubahan manual implementasi 
quickwins dilakukan berdasarkan usulan dari masing-
masing pimpinan unit Eselon II, dianalisis 
oleh tim PMO & disetujui oleh ketua PMO

PERUBAHAN

• Laporan capaian Quickwins disampaikan oleh UIC 
      maksimal tanggal 10 setiap bulannya
• Monitoring & evaluasi secara bulanan dengan one 
      on one meeting
• Progres capaian dipaparkan kepada BoD setiap triwulan
• Laporan capaian Quickwins disampaikan secara periodik 

(bulanan) kepada pimpinan

PENYELESAIAN

Quickwins dinyatakan selesai oleh pimpinan unit Eselon II 
dengan melampirkan:
• Surat Pernyataan Penyelesaian
• Laporan Penyelesaian Quickwins
• Dokumen pendukung yang menunjukkan terpenuhinya 

acceptance criteria

QUICKWINS DJPB 14



No Quickwins UIC

1 Automatic Business Intelegence Dashboard Setditjen

2 Digitalisasi Bantuan Sosial Melalui Penyempurnaan 
Mekanisme Penyaluran dan Penggunaan Platform Digital

Dit. PA

3 Interoperabilitas Digipay pada Bank Umum Dit. PKN & 
Dit. SITP

4 Implementasi Investasi Pemerintah (Tahap II) Dit. SMI

5 Early Warning System: Pengukuran Kemampuan Debitur 
(BUMN & Pemda) untuk Membayar Pinjaman

Dit. SMI

6 Maturity Rating Satker BLU Dit. PPK 
BLU

7 Sinergi Pembinaan BLUD Dit. PPK 
BLU

8 Dashboard Flash Report Transaksi BUN Dit. APK & 
Dit. SITP

9 Simplifikasi Rekonsiliasi dengan MONSAKTI Dit. APK & 
Dit. SITP

10 Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara 
(FKPKN)

Dit. SP

11 Pengembangan Treasury Big Data Dit. SITP

12 Elektronifikasi Transaksi SAKTI Dit. SITP

QUICKWINS DJPB 2022

 Penyediaan media bantu bagi pimpinan 
berdasarkan sumber yang dinamis terkait pengambilan 
keputusan/ kebijakan dalam perencanaan kebutuhan,
penganggaran dan penghapusan BMN serta analisis 
data secara otomatis terkait realisasi output dan 
belanjanya. Tujuan Quickwins ini adalah dalam 

1. Automatic Business Intelegence Dashboard

rangka transformasi pengolahan data dari manual dan semi manual menjadi 
otomatis, intergrasi dan penguatan sistem perencanaan yang lebih terpadu,
memberikan olahan data dan informasi yang menjadi bagian rekomendasi 
dalam pengambilan keputusan/kebijakan, menyediakan Informasi strategis 
realisasi belanja dan kinerja pencapaian output, dan digitalisasi pemetaan 
potensi PNBP dan virtual site gedung dan layout kantor.

HANDBOOK DUTA TRANSFORMASI KELEMBAGAAN15



Dampak/ Stakeholder
Instansi, pimpinan pusat dan masing-masing kantor vertikal serta para 
pegawai, selain itu penerima manfaat eksternal antara lain, Romadan, 
Rocankeu, DJA, DJKN sampai dengan Itjen

2. Digitalisasi Bantuan Sosial Melalui Penyempurnaan Mekanisme Penyaluran       
    dan Penggunaan Platform Digital

Dampak/ Stakeholder
Dampak dari penambahan kanal penyaluran bantuan sosial ini akan 
dirasakan oleh:
• Seluruh penerima bantuan sosial secara nasional
• Kementerian/ Lembaga penyalur bantuan sosial
• Kementerian Keuangan
• Perbankan dan lembaga keuangan non bank yang bergerak di fintech

 Digitalisasi penyaluran bantuan sosial 
merupakan modernisasi penyaluran bantuan sosial 
melalui kanal digital platform untuk mewujudkan 
penyaluran bantuan sosial yang lebih efisien, tepat 
sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, 
dan tepat administrasi. Kanal digital platform dengan 
memanfaatan teknologi QRIS dan biometric yang 
terintegrasi dengan data NIK dalam penyaluran 
bantuan sosial, dapat memperluas cakupan penerima

bantuan sosial dan opsi saluran pembayaran kepada penerima. Tujuan 
Quickwins ini diantaranya adalah penyaluran bantuan sosial yang lebih 
efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat 
administrasi; time and cost saving melalui simplifikasi proses bisnis terkait 
administrasi penyaluran bansos; memperluas cakupan penerima bantuan 
sosial dan menambah opsi saluran pembayaran kepada penerima; 
meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial tanpa mengurangi sisi 
akuntabilitas penyaluran bantuan sosial; dan meningkatkan kualitas 
pelayanan Satker pengelola bantuan sosial kepada masyarakat.

 Interoperabilitas Digipay pada bank umum 
adalah peningkatan kapasitas/ kemampuan Digipay 
dalam rangka memfasilitasi adanya transaksi antar 
rekening satker dan vendor penyedia barang/ jasa yang 
berbeda bank, serta interkoneksi dengan berbagai 
platform yang ada di internal maupun eksternal 
Kemenkeu. Interoperabilitas Digipay dilakukan untuk

3. Interoperabilitas Digipay pada Bank Umum
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 Tahun 2022 merupakan tahun kedua kelanjutan 
implementasi Investasi Pemerintah dimana terdapat 
beberapa target yang akan dicapai antara lain 
pengajuan usulan anggaran dana investasi pemerintah
BUN TA 2023, pengembangan sistem IT Investasi, 
penetapan BLU Pengelola Dana sebagai OIP. 
Quickwins ini bertujuan untuk membentuk suatu 

4. Implementasi Investasi Pemerintah (Tahap II)

Dampak/ Stakeholder
• Kementerian Keuangan
• BUMN dan BUMD
• Pemerintah Daerah
• Kementerian Lainnya 
• BLU lainnya

5. Early Warning System: Pengukuran Kemampuan Debitur (BUMN & Pemda) 
untuk Membayar Pinjaman

meningkatkan kapasitas/ kemampuan platform dalam rangka akselerasi dan 
perluasan penggunaan Digipay.

Dampak/ Stakeholder
Interoperabilitas Digipay berdampak sebagai berikut: 
• Perluasan cakupan layanan Digipay yang memerlukan adanya peny-

usun regulasi dan proses bisnis sekaligus pengembangan aplikasi 
oleh DJPb

• Penyiapan sistem pembayaran oleh perbankan sebagai fasilitator 
• Adanya potensi peningkatan penyediaan barang/ jasa (supply) yang 
      harus disiapkan vendor untuk memenuhi pengingkatan permintaan 
      akibat perluasan pengguna Digipay 
• Adanya biaya (MDR) dalam penggunaan KKP pada Digipay Satu yang 

harus ditanggung vendor, tidak bisa dibebankan pada APBN 
• Adanya biaya yang timbul ketika pembayaran lintas bank
• Adanya biaya MDR yang timbul terkait dengan penggunaan KKP

ekosistem Investasi Pemerintah yang semakin berkembang dan mampu
mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 Dalam rangka meningkatkan tata kelola penerusan pinjaman khususnya
untuk mendeteksi sejak dini kemungkinan gagal bayar debitur, Direktorat 
SMI bermaksud membangun model prediksi untuk mengukur kemampuan 
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bayar debitur sebagai upaya dalam menangkap
tanda-tanda kesulitan keuangan debitur dan upaya 
preventif atas kemungkinan kegagalan bayar (early 
warning system). Tujuan dari Quickwins ini adalah 
mengukur kemampuanmembayar debitur sebagai 
early warning system mencegah terjadinya kegagalan 
bayar.

Dampak/ Stakeholder
 Melalui Early Warning System (EWS) Direktorat SMI diharapkan 
memiliki cukup waktu dalam memformulasi strategi untuk mencegah 
terjadinya piutang negara yang berkualitas kurang lancar ataupun 
macet. Sehingga penerimaan kembali pokok pinjaman dan bunga 
pinjaman dari debitur dapat dioptimalkan di masa mendatang.

 Badan Layanan Umum (BLU) Maturity Rating 
Assessment Tools and Evaluation disusun sebagai 
perangkat bagi PPKBLU maupun BLU untuk 
mengukur tingkat maturitas tata kelola BLU pada 
seluruh aspek organisasi secara komprehensif dan 
end-to-end, di mana tools ini bersifat dinamis dan 
dapat disesuaikan dengan kondisi serta target pada 
tahun yang bersangkutan.

6. Maturity Rating Satker BLU

Dampak
• Meningkatnya tata Kelola BLU secara berkelanjutan melalui turunan 

area of improvement masing-masing BLU kedalam KPI BLU
• Meningkatkan kualitas layanan BLU kepada masyarakat seiring se-

makin mature-nya tata kelola Satker BLU
Stakeholder
• Satker BLU sebagai pihak yang melakukan dan KL nya pembina 

teknisnya
• Ditjen Perbendaharaan dan Kemenkeu sebagai pembina keuangan
• Masyarakat sebagai penerima layanan Satker BLU

Tujuan Quickwins ini adalah untuk memperoleh gambaran yang 
komprehensif atas kondisi BLU (strength dan area of improvement) dalam hal
tatakelola (keuangan, layanan, kapabilitas internal, inovasi, lingkungan) 
masing-masing BLU yang selama ini belum terpotret dari monitoring 
dan evaluasi, peningkatan tatakelola BLU secara berkelanjutan, dan 
peningkatan kapabilitas dan tatakelola dari Satker BLU.
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 Sesuai dengan amanat UU No 1 tahun 2004 
tentang pembinaan Badan Layanan Umum dimana 
BLUD merupakan salah satu bentuk praktek Badan 
Layanan Umum di Daerah, maka ranah pembinaannya
ada pada Kementerian Keuangan terutama aspek 
pembinaan perbendaharaannya. Diperlukan sinergi 
dalam melakukan pembinaan antara Pemda, DJPB,

7. Sinergi Pembinaan BLUD

Dampak
• Peningkatan peran dan kehadiran DJPB di daerah 
• Rekomendasi kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran baik di 

pusat maupun di daerah
• Meningkatnya sinergi DJPB, Pemda, dan Kemendagri
• Kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang lebih baik
Stakeholder
• Pemerintah Daerah
• Kemendagri
• Masyarakat

 Dashboard Flash Report Transaksi BUN 
merupakan menu atau fitur pada OMSPAN 
yang dapatmenampilkan secara cepat 
laporan manajerial terkait 
pos-pos penting yang menjadi highlight 
pada LKBUN berikut diagram dan graphic-nya.
Tujuan Quickwins inidiantaranya memudahkan
dan mempercepat pimpinan atau manajemen

8. Dashboard Flash Report Transaksi BUN

Tujuan Quickwins ini diantaranya sebagai bentuk pelaksanaan Inisiatif 
Kemenkeu Kewilayahan yaitu Regional Chief of Economist (RCE), Inisiatif 
standarisasi pembinaan BLUD secara bertahap, mendapatkan Data 
keuangan dan layanan BLUD guna bahan evaluasi, sebagai perluasan Tusi 
pembinaan BLUD di Kanwil yang selama ini belum terlaksana dengan baik, 
dan peningkatan kualitas layanan pemerintah di daerah melalui peningkatan
kualitas BLUD.

dalam menyediakan data transaksi BUN untuk 
kepentingan pengambilan keputusan, bahan monitoring dan evaluasi serta 
keperluan lainnya dan melengkapi fungsi Modul OMSPAN dalam 
menghasilkan laporan manajerial yang relevan, akurat, andal, dan cepat.
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Dampak/ Stakeholder
• Seluruh Satker (UAKPA)/KPPN (UAKBUN-D)
• UAPPAW/Kanwil DJPb (UAKBUN-W), UAPPA-E1/UAKBUNP
• KL (UAPA)/UA BUN sebagai user
• Direktorat APK sebagai Admin User
• Direktorat SITP sebagai pengembang aplikasi

 Simplifikasi proses rekonsiliasi Laporan Keuangan 
dengan pemanfaatan data transaksi APBN yang 
diperoleh secara realtime melalui MONSAKTI. Proses 
digitalisasi diharapkan dapat menjadi alat bantu yang 
efektif dalam proses rekonsiliasi serta penyusunan 
laporan keuangan yang lebih akurat dan andal serta 
memudahkan pengawasan/ monitoring dan 
pengendalian internal secara lebih dini.

9. Simplifikasi Rekonsiliasi dengan MONSAKTI

Dampak/ Stakeholder
• Dapat melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam hal 
      menganalisa  hasil  rekonsiliasi antara data SAI dan SiAP yang dilakukan 
      pada  MONSAKTI dan dapat  dilakukan  lebih  cepat  (day to day)  karena 
      SAKTI   berinterface   ke    SPAN  pada   setiap   siklus   anggaran    secara 
      realtime
• Memudahkan dalam memonitoring proses penyusunan data laporan
      keuangan   maupun  laporan   BMN   secara   realtime   sehingga  dapat 
      mendukung analisa, perbaikan dan pengambilan keputusan
• Stakeholder pengguna MONSAKTI ini antara lain K/ L (UAKPA, 
      UAPPA-W,    UAPPA Es 1,    UAPA),   APIP,  BPK,  Pembina  KL  baik  BMN 
      maupun Keuangan dan BUN

 FKPKN adalah Wadah koordinasi, komunikasi, 
konsultasi, supervisi dan sharing data informasi terkait 
lingkup pengelolaan keuangan negara dan regulasinya. 
FKPKN mendukung peran Regional Chieft Economist
(RCE) dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan 
pemerintah pusat, mengharmonisasi kebijakan 

10. Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN)

pemerintah pusat dan daerah, memperkuat sinergi kelembagaan dan 
peran Kemenkeu di daerah, memberikan pendampingan dan asistensi 
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Dampak/ Stakeholder
• Unit Eselon I Kemenkeu
• Pemerintah Daerah
• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
• Badan Pusat Statistik
• Bank Indoensia
• Otoritas Jasa Keuangan
• Perguruan Tinggi/Akademisi, Kementerian /Lembaga terkait 
      lainnya.

 Pengembangan TBD (Treasury Big Data) 
adalah pembangunan sistem yang dapat mengoleksi, 
menyimpan, memanipulasi data secara cepat dalam 
bentuk multidimensi berbasis Online Analytical 
Processing (OLAP).

11. Pengembangan Treasury Big Data

Dampak
• TBD akan berdampak pada integrasi data sistem informasi yang 

dikelola oleh Diriektorat SITP guna membangun single source of 
truth data.

Stakeholder
• Seluruh Direktorat dan Kantor Wilayah DJPb
• Unit Eselon I Kemenkeu

 Penggunaan dokumen elektronik dalam 
penyampaian tagihan APBN secara non fisik melalui SAKTI
dengan penggunaan Digital Signature dengan tujuan 
peningkatan akurasi dan akuntabilitas pembayaran 
APBN dan efisiensi pengajuan proses pembayaran 

12. Elektronifikasi Transaksi SAKTI

Dampak
• Perbaikan operasional pelaksanaan pembayaran APBN sesuai dengan 

kewenangan dan tanggung jawab antara pengguna anggaran dan BUN
Stakeholder
• Seluruh satuan kerja pengguna SAKTI

melalui penyampaian dokumen permintaanpembayaran dari pengguna 
anggaran kepada BUN secara fully electronic menggunakan SAKTI

kepada pemerintah daerah, dan meningkatkan kapasitas SDM 
Pengelola Keuangan Negara.
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APA ITU DUTA 
TRANSFORMASI?

 Duta Transformasi adalah bagian dari manajemen perubahan, yang 
ditetapkan untuk mendukung keberhasilan implementasi Program RBTK 
Kementerian Keuangan.

 Duta Transformasi bertugas membantu meyakinkan agar 
para pemangku kepentingan Program Reformasi Birokrasi dan 
Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan terlibat dan 

mendukung Program RBTK Kementerian Keuangan.

i

Mulai Tahun 2015, CTO Kementerian Keuangan menginisiasi dibentuknya 
Duta Transformasi Kementerian Keuangan yang berperan untuk membantu 
proses penyampaian informasi dan menggalang dukungan terhadap proses 
perubahan serta implementasi program Transformasi Kelembagaan. 

Sebelum tahun 2022, Duta Transformasi Kementerian Keuangan Tingkat Unit 
Eselon II ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang terdiri atas 
Change Agent dan Lighthouse Team. Sedangkan  Duta Transformasi KPPN yang 
terdiri atas Lighthouse Team ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal 
Perbendahaan.Tahun 2022 Seluruh Duta Transformasi yang terdiri atas Change 
Agent dan Lighthouse Ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui KMK Nomor
112/KMK.01/2022 tentang Penetapan Duta Transformasi Kementerian 
Keuangan Tahun 2022.

Duta Transformasi Direktorat Jenderal Perbendaharan Tahun 2022 berjumlah 
274 Duta Transformasi yang terdiri atas:

42 Change Agent 232 Lighthouse
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PROGRAM KERJA DUTA TRANSFORMASI

TUGAS DUTA TRANSFORMASI

Melakukan sosialisasi dan membantu terlaksananya perubahan 
dalam kaitannya dengan implementasi Program RBTK Kemenkeu 

di lingkungan kerja masing-masing

Mengumpulkan feedback terkait implementasi Program RBTK
 internal maupun eksternal

Berpartisipasi aktif dalam kegiatan RBTK, baik yang 
diselenggarakan oleh CTO maupun PMO

Menjadi role model bagi pegawai di lingkungan Kemenkeu 
dengan menerapkan inisiatif dan menunjukkan pola pikir yang 

semakin berfokus pada layanan pelanggan sebagai bentuk 
dukungan terhadap Program RBTK Kemenkeu dan menerapkan 

Nilai-nilai Kemenkeu, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri 
Sipil sebagai perwujudan budaya Kemenkeu.

Menjadi penghubung antara CTO dan PMO dengan pegawai 
Kemenkeu dalam menyampaikan pesan perubahan dan 
pelaksanaan Program RBTK Kemenkeu

Melaksanakan Program Kerja Duta Transformasi yang ditetapkan 
oleh Tim RBTK Pusat (CTO)

 Duta Transformasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki 
Program Kerja yang harus dilaksanakan. Program kerja Duta Transformasi 
setiap tahunnya memiliki tema yang berbeda-beda.

Tujuan utama program Duta Transformasi adalah sebagai perpanjangan 
tangan pimpinan Kementerian Keuangan dalam memastikan kesamaan 
persepsi, percepatan internalisasi, dan menggali aspirasi tema RBTK terhadap 
seluruh pegawai Kementerian Keuangan setidaknya pada unit kerja dan 
stakeholder terkait dimana yang bersangkutan ditugaskan.

HANDBOOK DUTA TRANSFORMASI KELEMBAGAAN25



 Program Kerja Duta Transformasi Tahun 2022 terbagi menjadi 
3 tema besar yang diantaranya adalah tema mandatory 
(wajib), essential (penting), dan supplementary (pengayaan) yang terbagi 
atas 4 tema kegiatan dan 10 Program Kerja.

Tema Besar Tema Kegiatan
Bobot Nilai

Min Max

Mandatory 
(Wajib)

Inisiatif Strategis Penguatan Budaya 
Kementerian Keuangan (A1 & A2)

15% 15%

Transformasi Digital Kementerian 
Keuangan (B)

5% 5%

Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan 
(C1 & C2)

50% 50%

Essential
(Penting)

Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan 
(C3 & C4)

20% 30%

Supplementary 
(Pengayaan)

Internalisasi Nilai-nilai, Kode Etik dan Kode 
Perilaku Kementerian Keuangan (D1, D2, 
D3)

10% 20%

Total Potensi Nilai 100% 120%

Program Kerja Duta Transformasi Tahun 2022

 Duta Transformasi melaksanakan dua jenis Program Kerja yaitu umum 
dan khusus sebagai berikut:
1. Program Kerja Umum merujuk pada program kerja A1, A2, B, C3, C4, D1 dan 

D2 
2. Program Kerja Khusus merujuk pada program kerja C1 dan C2 

Bentuk Program Kerja umum antara lain: 
1. mengikuti diklat/ program
2. menyelenggarakan event
3. membuat konten

Realisasi Program Kerja akan dilakukan penilaian oleh CTO, PMO, UIC, dan/
atau pihak Eksternal (Maksima Indonesia) dengan pemberian apresiasi oleh 
pimpinan diantaranya adalah perjalanan dinas dalam rangka Capacity 
Building (dalam/luar negeri), management talenta, dan ditetapkan dalam 
KMK Duta Transformasi Terbaik.

Untuk pelaporan pelaksanaan program kerja
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FAQ

Q: Apakah dasar hukum pelaksanaan kegiatan Duta Transformasi 

Kementerian Keuangan 2022?

A: Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 112/KMK.01/2021 

tentang Penetapan Duta Transformasi Kementerian Keuangan 

Tahun 2022.

Q: Apabila terdapat perubahan nama Duta Transformasi karena 

manajemen kepegawaian, antara lain namun tidak terbatas pada 

mutasi/ promosi/masa kerja berakhir, yang berpengaruh terhadap 

kedudukan Duta Transformasi, bagaimana ketentuannya?

A: Sesuai KAK, pergantian Duta Transformasi yang terjadi sampai 

dengan triwulan III dapat diusulkan oleh UE II/setara melalui PMO 

UE I kepada CTO untuk bahan penyusunan KMK perubahan pada 

awal triwulan IV. Untuk perubahan yang terjadi setelah triwulan 

III, diadministrasikan oleh PMO UE I sebagai bahan pertimbangan 

kinerja individu Duta Transformasi yang bersangkutan maupun tim 

Duta Transformasi UE II/setara terkait.

Q: Duta Transformasi melekat ke nama pegawai atau nama jabatan? 

Jika sudah berganti jabatan, apakah pejabat baru otomatis jadi 

Duta pengganti? Bagaimana status Duta untuk pejabat yang 

berpindah unit?

A: Duta Tansformasi melekat pada nama pegawai sepanjang mutasi/ 

promo terjadi di lingkup UE II. Apabila DT berganti nama, jabatan, 

dan UE II, maka penunjukan Duta pengganti sebagaimana 

penjelasan di atas.

Q: Bagaimana mekanisme pelaporan Program Kerja Duta 

Transformasi?

A: Pengisian laporan dapat dilakukan secara berkala atau sepanjang 

masa penugasan sebagai Duta Transformasi  melalui 

https://linktr.ee/duta.transformasi.2022 (pada "form laporan capaian 

duta transformasi"). Namun sekurang-kurangnya pengisian laporan 
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dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, yakni pada akhir

 semester I dan semester II tahun 2022.

Q: Bagaimana cara agar memperoleh akses spreadsheet laporan

Program Kerja Duta Transformasi Tahun 2022 apabila ada 

pergantian Duta Transformasi?

A: Untuk meminta request access dapat dilakukan dengan cara:

1. Melalui https://linktr.ee/duta.transformasi.2022 pada “form akses laporan 

      capaian duta transformasi”.

2. Setelah mengisi form tersebut dapat di screenshot/tangkap layar 

      terlebih dahulu sebelum klik kirim, agar dapat diteruskan ke CTO

Q: Terkait timeline program kerja A, apakah sudah terdapat 
informasinya?

A: Program kerja A masih menunggu undangan dari BPPK dan Biro 
SDM Kementerian Keuangan dengan mengundang seluruh Duta 
Transformasi.

Q: Terkait program kerja B apakah yang mengikuti diklat/workshop 
harus Change Agent / Lighthouse atau bisa diikuti oleh pegawai 
lain?

A: Untuk prgram kerja B harus diikuti oleh Duta Transformasi baik 
Change Agent maupun Lighthouse. Karena dari pihak CTO tidak 
memberikan set khusus terkait jenis materi/diklat Data Analytic.

Q: Untuk program kerja B apakah masih menunggu diklat dari 
penyelenggara?

A: Terkait program kerja B dapat menyesuaikan dengan 
penyelenggara diklat, bisa dari BPPK/CTO. Diklat yang diadakan 
BPPK terkait Data Analytic dapat dilihat di Semantik.

Q: Dimana letak upload bukti laporan untuk program kerja C3?

A: Bukti laporan program kerja kegiatan C3 dapat diisi di sheet keg. 
C3-C4 pada kolom bukti dukung.

Q: Terkait program kerja D masih menunggu info kapan ada kegiatan 
seminar/PJJ/Diklat dari BPPK/Biro SDM/KPK?

A: Untuk program kerja D1 (diklat anti korupsi) sedang dikoordinasikan  
dengan BPK/KPK.
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Untuk menjadi inspirasi sebuah perubahan, 
kalian wajib melakukan transformasi di dalam 

diri sendiri dan jadilah role models di lingkungan 
sekitarmu terlebih dahulu. Sebab mustahil 

mengharapkan datangnya perubahan di dalam 
sebuah lingkungan, jika diri kalian sendiri 
saja tidak pernah melakukan perubahan

Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan


